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ABSTRACT 
This study aims 1) to determine and analyze the disciplinary regulations of state civil 

servants; 2) to determine and analyze the imposition of administrative sanctions on the 

enforcement of disciplinary regulations of state civil servants. The research method used is the 

normative juridical research method and the approach used is the statutory approach and the 

conceptual approach. The results of the study indicate that 1) the disciplinary regulations of state 

civil servants that Government Regulation Number 94 of 2021 was issued in order to implement 

the provisions of Article 86 Paragraph (4) of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil 

Apparatus (ASN). The body or chapters of the provisions regulated in Government Regulation 

Number 94 of 2021 are not much different from Government Regulation Number 53 of 2010. 

However, there are several changes in the number of chapters and points, which are increased or 

decreased. In relation to the procedures for imposing disciplinary violations according to 

Government Regulation Number 53 of 2010 and Government Regulation Number 48 of 2016 and 

Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Civil Servant Discipline, civil servants 

who lose their prestigious rights as civil servants because they have been dishonorably dismissed 

as civil servants so that they can no longer receive facilities in the form of salaries, allowances 

and other facilities; 2) the imposition of administrative sanctions against the enforcement of civil 

servant discipline because even though there is a legal basis that provides legitimacy for the court 

to order the implementation of rehabilitation of ASN rights, the laws and regulations that 

specifically regulate the enforcement of ASN discipline still do not clearly regulate rehabilitation. 

In relation to the provisions of the ASN Law, especially Article 87 Paragraph (4) letter b, it is 

necessary to reconstruct legal regulations and impose sanctions on ASN employees who have 

committed criminal acts of corruption. The reconstruction of the legal regulations is carried out 

through changes and/or improvements by clarifying the formulation of the governing norms and 

explicitly mentioning "criminal acts of corruption" or implicitly but clarifying and emphasizing 

the difference between it and "criminal acts of official misconduct or crimes related to office." 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan disiplin 

aparatur sipil negara; 2) untuk mengetahui dan menganalisis pengenaan sanksi administrasi 

terhadap penegakan disiplin aparatur sipil negara. Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) 

pengaturan disiplin aparatur sipil negara bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 

diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Batang tubuh atau bab-bab ketentuan 

yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hanya saja, terdapat beberapa perubahan 

jumlah baik pada Bab maupun butir, yang bertambah atapun berkurang. Berkaitan dengan 

tata cara pengenaan pelanggaran disiplin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 

2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Nomor 

94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa pegawai negeri sipil yang 

kehilangan hak prestitius sebagai pegawai negeri sipil karena telah diberhentikan tidak 

dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sehingga tidak bisa lagi menerima fasilitas berupa 

gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya; 2) pengenaan sanksi administrasi terhadap penegakan 

disiplin aparatur sipil negara bahwa sebab meskipun telah ada dasar hukum yang 

memberikan legitimasi bagi pengadilan untuk meme rintahkan pelaksanaan rehabilitasi 

terhadap hak ASN, namun dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus 

mengatur terkait dengan penegakan disiplin ASN masih belum mengatur terkait rehabilitasi 

secara jelas. Berkaitan dengan ketentuan UU ASN khususnya Pasal 87 Ayat (4) huruf b perlu 

dilakukan rekonstruksi pengaturan hukum dan penjatuhan sanksi bagi pegawai ASN yang 

telah melakukan tindak pidana korupsi. Rekonstruksi pengaturan hukumnya dilakukan 

melalui perubahan dan/atau penyempurnaan dengan mempertegas rumusan norma yang 

mengatur dan menyebutkan secara tersurat “tindak pidana korupsi” atau secara tersirat tetapi 

memperjelas dan mempertegas perbedaannya dengan “tindak pidana kejahatan jabatan atau 

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”. 

Kata kunci: sanksi administrasi, penegakan disiplin, aparatur sipil negara 

 

PENDAHULUAN 

Pengaturan terhadap pegawai negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pengaturan undang-undang ini 

ditindaklanjuti dengan peraturan teknis dengan Peraturan tentang disiplin aparatur 

sipil negara, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin 

Pegawai Negeri Sipil. Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 

2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. 

Terkait dengan adanya peraturan pemerintah disiplin aparatur sipil negara dan 

peraturan pemerintah upaya administratif dan BPASN, maka terdapat hukuman 

disiplin mengenai tindak pidana korupsi. Pada tahun 2018 muncul pula Surat Edaran 

dengan Nomor SE 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum terhadap aparatur sipil 

negara yang melakukan tindak pidana korupsi dan Surat Keputusan Bersama antara 

Mendagri, Menpan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang proses 

penghentian PNS korupsi. SKB yang bernomor 182/6597/SJ Nomor 15 Tahun 2018 

dan SKB Nomor 153/KEP/2018 memuat tentang penegakan hukum terhadap PNS 

yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap (inkracht) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau 

tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, di mana pemberhentian 

dengan tidak hormat harus diberikan kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman 

berdasarkan putusan yang inkracht karena telah melakukan tindak pidana korupsi 

tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan terjadinya problematika 

hukum berupa konflik norma. Adanya hal yang bertolak belakang ini 

mengindikasikan terjadinya konflik norma. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 

Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa hukuman 
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disiplin tingkat berat hanya sampai pada pemberhentian dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri, padahal dalam UU ASN dan SKB Nomor 182/6597/SJ, SKB Nomor 

153/KEP/2018, kejahatan jabatan atau penyalahgunaan wewenang ini seharusnya 

dikenakan hukuman disiplin pemberhentian dengan tidak hormat. Hans Nawiasky 

menyatakan bahwa: “sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari 

negara manapun selalu berjenjang-jenjang dan berlapis”. 

Terjadinya problematika hukum berupa konflik norma berupa SKB Nomor 

182/6597/SJ, SKB Nomor 153/KEP/2018 tersebut memuat hukuman bagi PNS yang 

melakukan tindak pidana jabatan yang hubungannya dengan jabatan, berupa 

pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS. Adapun aturan dalam SKB ini 

sejalan dengan apa yang terdapat dengan yang ada di Undang-Undang ASN. Dalam 

Pasal 8 Ayat (14) huruf b UU ASN, yaitu berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak 

pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Adapun di 

samping itu, dalam Pasal 5 huruf a PP Disiplin PNS terdapat larangan bagi PNS untuk 

menyalahgunakan wewenang. Penyalahgunaan ini antara lain terkait pula dengan 

tindak pidana korupsi. Sedangkan adanya penyalahgunaan wewenang tersebut akan 

dikenakan hukum disiplin tingkat berat sebagaimana di Pasal 14 huruf a PP Disiplin 

PNS. Kemudian di dalam Pasal 8 Ayat (2) diatur bahwa jenis hukum disiplin berat 

diatur dalam Pasal 8 Ayat (4), yang terdiri dari penurunan jabatan setingkat lebih 

rendah selama 12 (dua belas) bulan, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan 

pelaksana selama 12 (dua belas) bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri. Jika ditilik pada PP Disiplin PNS tersebut, maka hukuman disiplin 

tingkat berat hanya sampai pada pemberhentian dengan hormat tidak atas 

permintaan sendiri, padahal dalam UU ASN dan SKB Nomor 182/6597/SJ, SKB Nomor 

153/KEP/2018, kejahatan jabatan atau penyalahgunaan wewenang ini seharusnya 

dikenakan hukuman disiplin pemberhentian dengan tidak hormat. Oleh karena itu, 

terdapat masalah bagaimana jika perbedaan dalam aturan pengenaan sanksi 

administratif bagi PNS yang melakukan tindak pidana korupsi tersebut ditinjau dari 

konsep perlindungan hukum.  

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menjadi latar belakang penulis 

untuk membahas lebih mendalam mengenai pengaturan hukum dan pengenaan 

sanksi administrasi dalam penegakan disiplin aparatur sipil negara. Penulis tertarik 

untuk meneliti dalam bentuk tesis dengan judul “Pengenaan Sanksi Administrasi 

Dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara”. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan tipe 

yuridis normative (Nurhayati, Ifrani, & Said, 2021). Metode penelitian ini dilakukan 

dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat 

teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, doktrin-doktrin hukum, 

peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian 

ini (Johan, 2016; Marzuki, 2013). Metode ini melibatkan pemeriksaan berbagai 

peraturan, prinsip, keputusan pengadilan, doktrin, dan instrumen hukum lainnya yang 
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berkaitan dengan topik yang diteliti penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pengaturan Disiplin Aparatur Sipil Negara 

Pasal 87 Ayat (4) UU ASN kemudian diadopsi dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Pasal 250 Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menentukan: 

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: 

a.  Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b.  Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan 

Jabatan dan/ atau pidana umum; 

c.  Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau 

d.  Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan 

hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan 

dengan berencana. 

Disusul kemudian keluar Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 

153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang 

Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum 

Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana 

Kejahatan yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018 

(disingkat: SKB Tahun 2018). 

Dalam SKB Tahun 2018 ini diatur adanya pemberhentian tidak dengan 

hormat kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan 

atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. 

SKB Tahun 2018 mengatur penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina 

Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang, yang tidak melaksanakannya. Juga 

menetapkan penjatuhan sanksi dimaksud selambat-lambatnya harus terselesaikan 

pada bulan Desember 2018, dan apabila tidak menerbitkan keputusan akan dikenai 

sanksi. Seiring dengan keluarnya Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 

April 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 diubah dengan terbitnya 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 ini antara lain mengubah ketentuan 

Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sehingga Pasal 250 menjadi 

menentukan: 

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:  
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a.  Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b.  Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

kejahatan abatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan 

Jabatan; 

c.  Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau 

d.  Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan 

hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan 

dengan berencana. 

Ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN yang kemudian diadopsi dalam 

Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020, ditafsirkan oleh MK hanya sepanjang frasa ‘dan/atau pidana 

umum” yang kemudian diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

mengikat. 

MK dalam putusan Nomor 87/PUUXVI/2018 tanggal 25 April 2019 tidak 

menafsirkan secara konstitusional maksud dari “tindak pidana kejahatan jabatan 

atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan” yang ada dalam 

Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN. MK tidak memberikan penafsiran konstitusional 

maksud dari “tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada 

hubungannya dengan jabatan” itu apakah termasuk atau tidak termasuk di dalamnya 

“tindak pidana korupsi”. 

Dalam putusan a quo, MK hanya memberikan pendapat dalam pertimbangan 

hukumnya terkait ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN dengan menentukan: 

Jika seorang PNS diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan 

jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, hal demikian 

adalah wajar sebab dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian 

seorang PNS telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang 

dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN. 

Sebab, seorang PNS yang melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian 

sesungguhnya, secara langsung atau tidak langsung, telah mengkhianati rakyat 

karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau 

tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai 

ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas 

pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu.” (vide: Putusan MK Nomor 

87/PUUXVI/2018 tanggal 25 April 2019, hlm. 135) 

MK, dengan demikian, hanya memberikan pendapat hukum sepanjang 

menyatakan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat yang dijatuhkan kepada 

PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada 

hubungannya dengan jabatan itu sebagai hal yang wajar. Karena tindakan tersebut 

sebagai telah mengkhianati rakyat baik secara langsung atau tidak langsung. 
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Tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya 

dengan jabatan secara jelas dibedakan dengan tindak pidana biasa. Yang 

membedakan secara jelas keduanya adalah terletak pada subyek hukum atau 

pelakunya. Kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan merupakan 

tindak pidana tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang 

mempunyai sifat sebagai pegawai negeri. Tindak pidana kejahatan jabatan, dengan 

demikian, harus dilakukan oleh pegawai negeri dalam kaitan menjalankan tugasnya. 

Pengaturan hukum bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi 

serta penjatuhan sanksinya tidak secara tegas diatur dalam UU ASN serta peraturan 

pelaksanaannya dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. 

Pengaturan hukum bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana korupsi 

serta penjatuhan sanksinya, barulah secara tersurat ditemukan pada Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6871/SJ tentang Penegakan Hukum Terhadap 

Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 10 

September 2018 (disingkat SE Mendagri No. 180/6871/SJ Tahun 2018). 

Dalam SE Mendagri No. 180/6871/SJ Tahun 2018 ditegaskan, pertama, tindak 

pidana korupsi merupakan extra ordinary crime dengan demikian pemberantasannya 

harus dilakukan secara luar biasa dan sanksi yang tegas bagi ASN yang 

melakukannya. Kedua, memberhentikan tidak dengan hormat ASN yang melakukan 

tindak pidana korupsi dan telah mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri yang 

berkekuatan hukum tetap/inkracht sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa dalam UU ASN serta 

peraturan pelaksanaannya dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020, 

rumusan pengaturan hukum bagi pegawai ASN yang melakukan tindak pidana 

korupsi serta penjatuhan sanksinya tidak diatur dan disebutkan secara tegas dan 

tersurat menggunakan kata “tindak pidana korupsi”. Dalam peraturan perundang-

undangan tersebut hanya mengatur dan menggunakan rumusan “tindak pidana 

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan 

jabatan”. 

 

Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Penegakan Disiplin Aparatur Sipil 

Negara 

Penegakan hukum administrasi yang tidak tegas sebagaimana terlihat dengan 

masih banyaknya ASN yang terlibat tindak pidana korupsi, namun tidak atau 

sekurang-kurangnya belum diberhentikan, juga proses pemberhentian tidak dengan 

hormat atas Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang lambat dan tidak tegas, tidak dapat 

dibantah betapa hal tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya multi tafsir terhadap 

rumusan norma dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN serta peraturan 

pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. 
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Untuk mewujudkan adanya kepastian hukum khususnya hukum administrasi 

bagi ASN yang melakukan tindak pidana korupsi, menurut penulis, perlu melakukan 

rekonstruksi pengaturan hukum dan penjatuhan sanksi bagi pegawai ASN yang 

melakukan tindak pidana korupsi melalui perubahan dan/atau penyempurnaan 

rumusan norma dalam UU ASN khususnya ketentuan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU 

ASN serta peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 

2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 

2020. 

Rekonstruksi pengaturan hukum dimaksud dengan mempertegas rumusan 

norma yang mengatur dan menyebutkan secara tersurat “tindak pidana korupsi” 

dan/ atau tersirat tetapi bermakna tegas tindak pidana korupsi dalam perubahan 

dan/atau penyempurnaan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN serta peraturan 

pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Dengan demikian, 

tidak ada tafsir yang berbeda yang akan muncul, jika ada pegawai ASN yang 

melakukan tindak pidana korupsi, maka dikenakan sanksi pemberhentian tidak 

dengan hormat. 

 Dalam pendapat hukum penulis, rumusan norma dalam Surat Edaran 

Menteri Dalam Negeri Nomor 180/6871/SJ Tahun 2018 tentang Penegakan Hukum 

Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tertanggal 

10 September 2018 (SE Mendagri No. 180/6871/SJ Tahun 2018) dapat diadopsi ke 

dalam UU ASN dan peraturan pelaksanaannya. 

 Penulis memberikan usulan perubahan dan/atau penyempurnaan rumusan 

norma dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN ke dalam 2 (dua) alternatif rumusan: 

pertama, mempertahankan redaksinya sebagaimana Putusan Nomor 87/PUU-

XVI/2018 tanggal 25 April 2019, dengan menambahkan ketentuan baru yang 

menyebutkan secara expressive verbis frasa “tindak pidana korupsi”. 

Sebagaimana telah disebutkan pasca adanya Putusan MK Nomor 87/PUU-

XVI/2018 tanggal 25 April 2019, rumusan norma Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN 

yang menentukan, “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya   dengan 

jabatan”. 

Frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN yang 

awal tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat. Mahkamah memberikan pertimbangan karena selain 

menimbulkan ketidakpastian hukum, juga membuka peluang bagi Pejabat Pembina 

Kepegawaian untuk melakukan tindakan berbeda terhadap dua atau lebih 

bawahannya yang melakukan pelanggaran yang sama, oleh karena adanya adanya 

frasa “dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN dihubungkan 

dengan ketentuan Pasal 87 Ayat (2) UU ASN. 

Hal itu terjadi, menurut Mahkamah, seandainya terjadi seorang PNS 

melakukan tindak pidana umum yang dijatuhi pidana penjara dua tahun berdasarkan 

putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka terhadap yang 
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bersangkutan apakah dikenai ketentuan Pasal 87 Ayat (2) UU ASN27, yaitu 

memberhentikan dengan hormat atau tidak memberhentikan PNS yang 

bersangkutan, ataukah akan diberlakukan Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN, yaitu 

memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang bersangkutan karena adanya frasa 

“dan/atau pidana umum” dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN. 

Pertimbangan selanjutnya dari Mahkamah bahwa ketentuan frasa “dan/atau 

pidana umum” dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN dihubungkan dengan Pasal 

87 Ayat (2) UU ASN berakibat tidak logis, jika ada seorang PNS diberhentikan tidak 

dengan hormat karena melakuan “tindak pidana umum” yang tidak ditentukan batas 

minimum pidananya. Menurut Mahkamah, tidak bisa diterima secara wajar, jika 

“seorang PNS yang melakukan tindak pidana yang dijatuhi hukum pidana penjara dua 

tahun tidak diberhentikan dengan mengacu pada Pasal 87 Ayat (2) UU ASN”, 

sedangkan “seorang PNS yang dijatuhi pidana kurungan atau pidana bersyarat 

dengan masa percobaan karena melakukan tindak pidana umum diberhentikan tidak 

dengan hormat [dengan mengacu pada Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN”. 

Sedangkan dalam kaitan frasa “tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak 

pidana yang ada hubungannya dengan jabatan” dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU 

ASN, Mahkamah sebatas memberikan pertimbangan sebagai hal yang wajar, jika 

seorang PNS telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang 

dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN dikenai pemberhentian dengan 

tidak hormat. Sebab, menurut Mahkamah, tindakan tersebut, “secara langsung atau 

tidak langsung, telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah 

menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara yang seharusnya 

menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-

tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas 

pembangunan tertentu.” 

 Dalam mempertimbangkan frasa “tindak pidana kejahatan jabatan atau 

tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan” dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf 

b UU ASN, Mahkamah tidak sampai menafsirkan apakah frasa “tindak pidana 

kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan” 

termasuk atau tidak termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi. 

Berdasarkan hal itu, diberikan usulan agar frasa “tindak pidana korupsi” 

dimasukkan kedalam rumusan norma dalam Pasal 87 Ayat (4) UU ASN untuk 

menggantikan frasa “dan/atau pidana umum” yang telah dinyatakan bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah 

melalui Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019. 

Secara teknis, penulis mengusulkan adanya penambahan huruf b1 di antara 

huruf b dan huruf c dalam Pasal 87 Ayat (4) UU ASN. Rumusan norma huruf b1 

diusulkan sebagai berikut: “dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana korupsi”. 

Kedua, penulis mengusulkan alternatif rumusan norma dalam Pasal 87 Ayat 

(4) huruf b UU ASN juga dengan tetap mempertahankan redaksinya sebagaimana 

Putusan Nomor 87/PUU-XVI/2018 tanggal 25 April 2019, dengan menambahkan 
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ketentuan baru yang tidak menyebutkan secara expressive verbis frasa “tindak pidana 

korupsi”, tetapi secara materiil bermakna tegas sebagai tindak pidana korupsi. 

 Penulis mengusulkan rumusan norma huruf b1 diantara huruf b dan huruf c 

dalam Pasal 87 Ayat (4) UU ASN, sebagai berikut:  

Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki 

kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau 

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara”. 

Usulan alternatif kedua ini menggunakan term kejahatan jabatan yang 

dikhususkan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini untuk membedakan kejahatan 

jabatan yang ada dalam redaksi Pasal 87 Ayat (4) huruf b UU ASN yang masih umum 

dan tidak secara khusus memberikan pengertian tindak pidana korupsi, yakni 

kejahatan jabatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa ketentuan UU ASN 

khususnya Pasal 87 Ayat (4) huruf b perlu dilakukan rekonstruksi pengaturan hukum 

dan penjatuhan sanksi bagi pegawai ASN yang telah melakukan tindak pidana 

korupsi. Rekonstruksi pengaturan hukumnya dilakukan melalui perubahan dan/atau 

penyempurnaan dengan mempertegas rumusan norma yang mengatur dan 

menyebutkan secara tersurat “tindak pidana korupsi” atau secara tersirat tetapi 

memperjelas dan mempertegas perbedaannya dengan “tindak pidana kejahatan 

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pengaturan disiplin aparatur sipil negara bahwa Peraturan Pemerintah 

Nomor 94 Tahun 2021 diterbitkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 86 

Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Batang tubuh atau bab-bab ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 94 Tahun 2021 tidak jauh berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 

Tahun 2010. Hanya saja, terdapat beberapa perubahan jumlah baik pada Bab maupun 

butir, yang bertambah atapun berkurang. Berkaitan dengan tata cara pengenaan 

pelanggaran disiplin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 serta Peraturan Pemerintah Nomor 94 

Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bahwa pegawai negeri sipil yang 

kehilangan hak prestitius sebagai pegawai negeri sipil karena telah diberhentikan 

tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sehingga tidak bisa lagi menerima 

fasilitas berupa gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya. Pengenaan sanksi administrasi 

terhadap penegakan disiplin aparatur sipil negara bahwa sebab meskipun telah ada 

dasar hukum yang memberikan legitimasi bagi pengadilan untuk meme rintahkan 

pelaksanaan rehabilitasi terhadap hak ASN, namun dalam peraturan perundang-

undangan yang secara khusus mengatur terkait dengan penegakan disiplin ASN 

masih belum mengatur terkait rehabilitasi secara jelas. Berkaitan dengan ketentuan 

UU ASN khususnya Pasal 87 Ayat (4) huruf b perlu dilakukan rekonstruksi 

pengaturan hukum dan penjatuhan sanksi bagi pegawai ASN yang telah melakukan 

tindak pidana korupsi. Rekonstruksi pengaturan hukumnya dilakukan melalui 
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perubahan dan/atau penyempurnaan dengan mempertegas rumusan norma yang 

mengatur dan menyebutkan secara tersurat “tindak pidana korupsi” atau secara 

tersirat tetapi memperjelas dan mempertegas perbedaannya dengan “tindak pidana 

kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan 

jabatan”. 
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